
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 20 TAHUN 1999

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 16 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PATI

bahrva dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai
pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
perlu disesuaikan ;

bahwa untuk meiaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun '1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( KUHP ) ( Lembaran Negara Tahun 1981

Mengingat 1.
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Nomor 76, Tambahan Lernbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 32A9 ) :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1W7 tentang partk
Daerah dan Retritusi Daerah ( l_embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tamb*tan
Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nornor 65g5 ) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun lggg tentang
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1gg3 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang l{ukum Acara pidana

{ Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1991
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3258 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah { Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3692 ) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 19g7
tentang Penyidik Pegararai Negeri Sipil di l_ingkungan
Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 1gg7
tentang Pedornan Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonnor 175 Tahun
1997 ientang Tata Cara Pemeriksaan dibi&ng Retrib_rsl
Daerah ; '.

Peraluran Daerah Kabr-lpaten Daerah Tingkat ll pati
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil { PPNS ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaien
Daerah Tingkal ll Pati ,

Keputusan Deuan Pewvakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor AglKEp/1999
tentang Persetr.{uan Penetapan Rancangan peraturan
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Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan Mayat menjadi Peraturan

Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN

MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;

c. Bupati adalah Bupati Pati ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Kabupaten Pati ,

e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Paii ;

f. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan
Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pati ;

g. Jasa adalah kegiaian Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi

atau badan ;

h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai



l.

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah
Daerah untuk kepentrngan oraang pribadi atau badan ;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati orang pribadi atau badan ;

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan
Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adatah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang 

,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan
yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang
terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Retribusi, . besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adatah
Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
Retribusi yang telah ditetapkan :

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

t.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan pemakaman dan



Pengabuan Mayat di pungut retribusi atas jasa pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan oleh
Pemenntah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap jasa Pelayanan Pemakaman dan

Pengabuan Mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

mendapatkan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

mayat dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat, diukur berdasarkan klasifikasi
bloUtempat, waktu dan jumlah.


